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Kekerasani Dalami Rumahi Tanggai (KDRT)i meskipuni telahi memiliki aturannyai 

tersendiri,i Jaksai sebagaii penuntuti dapati mengupayakani alternatifi penyelesaiani 

yaitui melaluii keadilani restoratif.i Dalami penelitiani inii tindaki pidanai KDRTi yangi 

dilakukani adalahi Pasali 44i ayati (1)i UUi Nomori 23i Tahuni 2004.i Kejaksaani 

melakukani penghentiani penuntutani berdasarkani keadilani restoratifi karenai telahi 

terpenuhinyai beberapai persyaratan.i Adapuni permasalahani dalami penelitiani inii 

adalahi bagaimanakahi perani jaksai dalami penerapani restorativei justicei terhadapi 

penyelesaiani perkarai KDRTi dani apakahi faktori penghambati perani jaksai dalami 

penerapani restorativei justicei padai perkarai KDRT. 

 

Metodei pendekatani yangi digunakani adalahi yuridisi normatifi dani yuridisi empiris,i 

dengani menekankani padai kajiani kaidahi hukumnya,i dani ditunjangi dengani 

pendekatani lapangani berupai perolehani tambahani informasii sertai opinii penegaki 

hukumi terkait.i Narasumberi dalami penelitiani inii terdirii darii Jaksai Penuntuti Umumi 

dani Akademisi.i Pengumpulani datai dilakukani dengani studii pustakai dani studii 

lapangan.i Analisisi datai dilakukani secarai kualitatif. 

 

Berdasarkani hasili penelitiani dani pembahasani dapati diketahuii bahwai Perani 

Normatifi jaksai adalahi tertuangi dalami Undang-Undangi Nomori 11i Tahuni 2021i 

tentangi Kejaksaani Republiki Indonesiai dani penerapani restorativei justicei bagii jaksai 

telahi tercantumi dalami Peraturani Kejaksaani Nomori 15i Tahuni 2020i tentangi 

Penghentiani Penuntutani Berdasarkani Keadilani Restoratif.i Perani faktuali jaksai 

adalahi menjalankani fungsii dani wewenangnyai sepertii melakukani penyidikan,i 

memeriksai saksi-saksi,i dani memutuskani apai hukumani yangi tepati dalami suatui 

perkara.i perani idealnyai jaksai dapati menanggulangii suatui perkarai tindaki pidanai 

sesuaii dengani kedudukani sertai sistemi hukumnyai sehinggai jaksai dapati menanganii 

suatui perkarai yangi adai diwilayahi hukumnyai dengani baik.i i Berjalannyai restorativei 

justicei jugai harusi memenuhii persyaratani sepertii tersangkai yangi barui pertamai i kali
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melakukani tindaki pidanai dani tindaki pidanai hanyai diancami tidaki lebihi darii 5i 

tahun.i Dalami penelitiani inii hambatani yangi ditemuii jaksai berasali darii faktori 

masyarakati itui sendiri,i karenai baiki korbani maupuni pelakui tidaki benar-benari 

memahamii itui restorativei justicei dani bagaimanai prosesi penerapannya,i sehinggai 

jaksai dituntuti untuki lebihi sabari dani memberikani pengertiani lebihi mengenaii prosesi 

pelaksanaani restorativei justicei itui sendiri.i Selaini adai faktor-faktori laini yangi dapati 

menghambati jaksa,i yaitui faktori hukumi dimanai belumi adai aturani khususi mengenaii 

restorativei justicei padai KDRT,i darii segii penegaki hukumi hambatani yangi seringi 

dijumpaii adalahi keterbatasani kemampuani untuki menempatkani dirii dalami peranani 

pihaki lain,i terutamai padai KDRTi yangi bertujuani mendamaikani kembalii hubungani 

keluarga.i Kemudiani darii faktori Saranai dani fasilitasi hambatani yangi seringi 

dijumpaii berupai peralatani yangi kurangi memadai.i Sedangkani darii faktori 

kebudayaani yangi terkadangi bertentangani dengani hukumi yangi berlakui dii 

Indonesia,i namuni tentunyai masyarakati harusi senantiasai berperani dalami 

perkembangani hukumi untuki menjagai nilaii ketertibani dani ketenteramani dii 

masyarakat.i Faktor-faktori tersebuti salingi berkaitani erati satui samai laini karenai 

menjadii hali pokoki dalami prosesi penyelesaiani perkarai KDRTi maupuni dalami 

penegakani hukumi lainnya. 

 

Sarani darii penelitiani inii adalahi membanguni persepsii yangi samai dalami 

penanganani KDRTi melaluii Restorativei Justice,i makai Pemerintahi diharapkani 

dapati membuati suatui aturani ataui regulasii yangi dapati dijadikani pedomani bagii 

aparati penegaki hukumi dalami prosesi penyelesaiani KDRTi melaluii restorativei 

justice.i Pemerintahi melaluii aparati penegaki hukumi jugai perlui untuki lebihi 

mensosialisasikani tentangi pentingnyai edukasii mengenaii KDRTi terutamai untuki 

caloni pasangani suamii istri,i Hali inii bertujuani untuki meminimalisiri terjadinyai 

KDRT.i Kejaksaani jugai diharapkani dapati meningkatkani kualitasi aparati penegaki 

hukumnyai sehinggai jaksai dapati menegakkani keadilani yangi seadil-adilnya. 
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